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RINGKASAN

FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

Oleh :
Wahyu Efendy,’ Suprapto®, Anang Shopan Tornado®

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam bagian mencegah terjadinya kasus
pertanahan melalui Standar oprasional prosedur (SOP) bahwa setiap objek yang
akan dilakukan peralihan hak atau dijaminkan, sertifikat hak (klien) dari objek
tersebut harus dilakukan pengecekan kekantor pertanahan sebelum ditandatangani
aktanya. Peran PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam pencegahan kasus
pertanahan memang sangat krusial dalam terkait menjalankan tugas jabatannya,
karena PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam menjalankan tugas dan
jabatannya juga rentan terjerat hukum, disamping itu juga untuk menjaga
perimbangan terhadap pengawasan yang cukup ketat bagi PPAT (Pejabat Pembuat
Akta Tanah) dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis setiap objek yang akan dilakukan
peralihan hak atau dijaminkan harus dilakukan pengecekan kekantor pertanahan
sebelum ditandatangani aktanya serta bentuk tanggungjawab Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak
berdasarkan prinsip tanggungjawab kesalahan (based on fault of liability).
Sehingga harus adanya sumber hukum yang kuat setara dengan Undang-Undang,
jangan hanya peraturan pelaksana saja, dan penting bagi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) agar tidak hanya mengejar kebenaran formiil, namun materiil juga

penting.

' NIM : 2120216310044
2 Pembimbing Utama
3 Pembimbing Pendamping
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FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN

ABSTRAK
Oleh :
Wahyu Efendy”, Suprapto,®> Anang Shopan Tornado®
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pencegahan, Sengketa Pertanahan

Persengketaan atau kasus tentang pertanahan menjadi suatu permasalahan sosial,
hukum maupun budaya di Indonesia karena menyangkut kepentingan masyarakat
dan dapat menyebabkan permasalahan hukum yang berkepanjangan dan salah satu
pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan atau
sengketa tentang tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Maka dari
itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum
tentang fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mcncegah kasus
pertanahan dan bagaimana tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam mencegah kasus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, setiap
objek yang akan dilakukan peralihan hak atau dijaminkan harus dilakukan
pengecekan kekantor pertanahan sebelum ditandatangani aktanya. Kedua, Bentuk
tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan
perlindungan hukum kepada para pihak berdasarkan prinsip tanggungjawab
kesalahan (based on fault of liability). Sehingga harus adanya sumber hukum yang
kuat setara dengan Undang-Undang, jangan hanya peraturan pelaksana saja, dan
penting bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar tidak hanya mengejar

kebenaran formiil, namun materiil juga penting.
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THE FUNCTION OF THE LAND DEED MAKING OFFICER (PPAT) IN THE
PREVENTION OF LAND DISPUTES
By :
Wahyu Efendy,” Suprapto,® Anang Shopan Tornado®
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University
ABSTRACT
Keywords : Land Deed Making Officer, Prevention, Land Disputes

Disputes or cases regarding land become a social, legal, or cultural problem in
Indonesia because it involves the interests of the community and can cause
prolonged legal problems and one of the officials appointed by the government to
resolve problems or disputes regarding land is the Land Deed Making Officer
(PPAT). Therefore, the formulation of the problem in this study is how to regulate
the law regarding the function of the Land Deed Making Officer (PPAT) in
preventing land cases and what are the legal responsibilities of the Land Deed
Making Officer (PPAT) in preventing land cases. The research method used is
normative research method. The results of this study are first, every object that
will be transferred or guaranteed must be checked at the land office before the
deed is signed. Second, the form of responsibility of the Land Deed Official
(PPAT) in providing legal protection to parties is based on the principle of
responsibility for error (based on fault of liability). So that there must be a strong
source of law equivalent to the law, not just implementing regulations, and it is
important for the Land Deed Deed Official (PPAT) not only to pursue formal

truths, but material things are also important.
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